
P R E S I D E N 
R E P U B L I K INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2014 

TENTANG 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, per lu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabi l i tas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 

BAB I . . . 



P R E S I D E N 
R E P U B L I K INDONESIA 

- 2 -

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden i n i yang d imaksud dengan: 

1. Sistem Akuntab i l i tas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 

SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivi tas, alat, dan prosedur 

yang dirancang u n t u k t u j u a n penetapan dan pengukuran , pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

2. Kinerja adalah ke luaran/has i l dar i kegiatan/program yang telah a tau hendak 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuant i tas dan 

kuali tas t e r u k u r . 

3. Keluaran (output) adalah barang a tau jasa yang d ihas i lkan oleh kegiatan yang 

di laksanakan u n t u k m e n d u k u n g pencapaian sasaran dan t u j u a n program dan 

kebijakan. 

4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

ke luaran dar i kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

5. Kegiatan adalah bagian dar i program yang di laksanakan oleh satu a tau 

beberapa sa tuan kerja pada kementerian negara/lembaga a t a u u n i t kerja pada 

SKPD sebagai bagian dar i pencapaian sasaran t e r u k u r pada s u a t u program dan 

terdir i dar i s ekumpulan t indakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, a tau kombinas i dar i beberapa a tau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai m a s u k a n (inputs u n t u k menghasilkan ke luaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

6. Program 
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6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga a tau SKPD 

dalam b e n t u k upaya yang berisi sa tu a tau beberapa Kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan u n t u k mencapai hasi l yang t e r u k u r 

sesuai dengan mis i kementerian negara/lembaga a tau SKPD. 

7. Indikator Kinerja adalah u k u r a n keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja 

program d a n kegiatan yang telah direncanakan. 

8. Indikator Kinerja Program adalah u k u r a n atas hasi l (outcome) dar i sua tu 

program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sua tu 

kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang di laksanakan oleh 

satuan kerja/SKPD. 

9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah u k u r a n atas ke luaran (output) dar i sua tu 

Kegiatan yang terkai t secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 

10. Indikator Kinerja Utama adalah u k u r a n keberhasilan organisasi dalam 

mencapai t u j u a n dan merupakan ikht isar HasU berbagai Program dan Kegiatan 

sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

11. Laporan Kinerja adalah ikht i sar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap 

tentang capaian Kinerja yang d i susun berdasarkan rencana kerja yang 

di te tapkan da lam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). 

12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang beris ikan penugasan dar i 

p impinan ins tans i yang lebih tinggi kepada p imp inan ins tans i yang lebih rendah 

u n t u k melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 

13. Sasaran (target) adalah hasi l yang d iharapkan dar i sua tu program a tau keluaran 

yang d iharapkan dar i s u a t u Kegiatan. 

14. Akuntabi l i tas Kinerja adalah perwujudan kewajiban sua tu instansi pemerintah 

u n t u k mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

Program dan Kegiatan yang telah d iamanatkan para pemangku kepentingan 

dalam rangka mencapai mi s i organisasi secara t e r u k u r dengan sasaran/target 

Kinerja yang telah d i te tapkan melalui laporan kinerja ins tans i pemerintah yang 

disusun secara periodik. 

15. E n t i t a s . . . 



15. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja Satuan Kerja adalah u n i t ins tans i pemerintah 

pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang me lakukan kegiatan pencatatan, 

pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. 

16. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja Uni t Organisasi adalah u n i t ins tans i pemerintah 

pusat yang m e l a k u k a n pencatatan, pengolahan, pengikht isaran, dan pelaporan 

data kinerja t ingkat eselon 1. 

17. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah u n i t kerja 

kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, 

pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja t ingkat kementerian 

negara/lembaga. 

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 

19. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja SKPD adalah u n i t ins tans i pemerintah daerah 

selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang m e l a k u k a n pencatatan, 

pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. 

20. Instansi Pemerintah adalah u n s u r penyelenggara pemerintahan pusat a tau 

u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah. 

2 1 . Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga/SKPD. 

22. Rencana Kerja d a n Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi Program dan Kegiatan sua tu kementerian negara/lembaga/SKPD 

yang m e r u p a k a n penjabaran dar i Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian 

Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan da lam satu t a h u n 

anggaran serta anggaran yang d iper lukan u n t u k melaksanakannya. 

23. Sistem A k u n t a n s i Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dar i prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain u n t u k m e w u j u d k a n fungsi akuntans i 

sejak analisis t ransaks i sampai dengan pelaporan keuangan d i l ingkungan 

organisasi pemerintah. 

• 24. Kementerian ... 
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24. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah 

non kementerian negara/lembaga negara. 

25. Menteri /Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bert indak sebagai Bendahara U m u m Daerah. 

27. Aparat Pengawasan In tern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal a tau nama la in yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan in tern , Inspektorat Provinsi d a n Inspektorat 

Kabupaten / Kota. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN SAKIP 

Bagian Kesatu 

U m u m 

Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan SAKIP di laksanakan u n t u k penyusunan Laporan Kinerja 

sesuai dengan ke tentuan peraturan pemndang-undangan. 

(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di laksanakan 

secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem A k u n t a n s i 

Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan. 

Pasal 
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Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga di laksanakan oleh 

entitas Akuntab i l i tas Kinerja secara berjenjang dengan t ingkatan sebagai 

berikut: 

a. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja Satuan Kerja; 

b. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja Uni t Organisasi; dan 

c. Enti tas Akuntab i l i tas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. 

(2) Kementerian Negara/Lembaga yang memi l ik i ins tansi ver t ikal d i daerah 

menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan 

kerja d i wi layah yang bersangkutan. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Ent i tas Akuntabi l i tas Kinerja 

SKPD. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan SAKIP mel iput i : 

a. rencana strategis; 

b. Perjanjian Kinerja; 

c. pengukuran Kinerja; 

d. pengelolaan data Kinerja; 

e. pelaporan Kinerja; dan 

f. reviu dan evaluasi Kinerja. 

Bagian . 
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Bagian Kedua 

Rencana Strategis 

Pasal 6 

(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen 

perencanaan Kementerian Negara/Lembaga u n t u k periode 5 (lima) t a h u n a n . 

(2) SKPD m e n y u s u n rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD u n t u k 

periode 5 (lima) t a h u n a n . 

(3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

d i laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Rencana strategis sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan 

penyelenggaraan SAKIP. 

Bagian Ketiga 

Perjanjian Kinerja 

Pasal 8 

(1) Setiap entitas Akuntab i l i tas Kinerja sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4 m e n y u s u n Rencana Kerja dan Anggaran yang di te tapkan dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

(2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) menjadi 

dasar pen5aisunan Perjanjian Kinerja. 

Pasal 9 

(1) Setiap entitas Akuntab i l i tas Kinerja sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 3 dan 

Pasal 4 menjo i sun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhat ikan 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

(2) Perjanjian ... 
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(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun dengan 

m e n c a n t u m k a n Indikator Kinerja dan target Kinerja. 

(3) Indikator Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (2) memenuhi kr i ter ia 

sebagai ber ikut : 

a. spesifik [specifidj; 

b. dapat t e r u k u r [measurable); 

c. dapat dicapai (attainable); 

d. bei jangka w a k t u ter tentu (time bound); dan 

e. dapat d i p a n t a u dan d i k u m p u l k a n (trackable). 

Pasal 10 

(1) U n t u k m e w u j u d k a n Perjanjian Kinerja sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 9 

ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 

dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/a tau Indikator Kinerja 

Utama sa tuan kerja. 

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) disepakati oleh p impinan u n i t organisasi dan p impinan satuan 

kerja. 

(3) Setiap u n i t organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat 

u n i t organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau 

Indikator Kinerja Utama u n i t organisasi. 

(4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja t ingkat u n i t organisasi disepakati oleh 

Menteri /Pimpinan Lembaga dan p impinan u n i t organisasi. 

(5) Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar /dokumen Perjanjian 

Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator 

Kinerja U t a m a Kementerian Negara/Lembaga. 

(6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga 

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokras i . 

Pasal. . . 



Pasal 11 

(1) U n t u k m e w u j u d k a n Perjanjian Kinerja sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 9 

ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan 

menggunakan Indikator Kinerja Program dan/a tau Indikator Kinerja Kegiatan 

dan/atau Indika tor Kinerja Utama SKPD. 

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja t ingkat SKPD sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) disepakati oleh Gubemur/Bupat i /Wal iko ta dan p i m p i n a n SKPD. 

Pasal 12 

(1) Pemerintah provinsi /kabupaten/kota mengikht isarkan Perjanjian Kinerja t ingkat 

SKPD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk 

lembar/dokumen Perjanjian Kinerja t ingkat pemerintah provinsi/ 

kabupaten / kota. 

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja t ingkat pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota d isampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . 

Pasal 13 

Pimpinan masing-masing Enti tas Akuntabi l i tas Kinerja pada Kementerian 

Negara/Lembaga d a n SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian 

Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah 

dialokasikan u n t u k masing-masing Enti tas Akuntabi l i tas Kinerja Kementerian 

Negara/Lembaga dan SKPD. 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai pe tunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja 

sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 5 h u r u f b d ia tur dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokrasi . 

Bagian 
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Bagian Keempat 

Pengukuran Kinerja 

Pasal 15 

(1) Setiap entitas Akuntab i l i tas Kinerja sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4 m e l a k u k a n pengukuran kinerja. 

(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n dengan 

menggunakan Indikator Kinerja yang telah di te tapkan dalam lembar/dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

Pasal 16 

Pengukuran Kinerja sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 d i l a k u k a n dengan cara: 

a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang 

d i can tumkan dalam lembar/dokum.en Perjanjian Kinerja da lam rangka 

pelaksanaan APBN/APBD t a h u n berjalan; 

b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan t a h u n berjalan dengan 

Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) t a h u n a n yang direncanakan da lam Rencana 

Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD. 

Bagian Kelima 

Pengelolaan Data Kinerja 

Pasal 17 

(1) Setiap entitas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 d a n Pasal 4 melakukan 

pengelolaan data Kinerja. 

(2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n 

dengan cara mencatat , mengolah, dan melaporkan data Kinerja. 

(3) Pengelolaan ... 
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(3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 

memper t imbangkan k e b u t u h a n informasi pada setiap t ingkatan organisasi, 

k e b u t u h a n manajerial, data/laporan keuangan yang d ihas i lkan dar i sistem 

akuntans i , dan stat is t ik pemerintah. 

(4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. penetapan data dasar [baseline data); 

b. penyediaan i n s t r u m e n perolehan data berupa pencatatan d a n registrasi; 

c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan 

d. pengkompilasian dan perangkuman. 

Bagian Keenam 

Pelaporan Kinerja 

Pasal 18 

(1) Setiap entitas Akuntab i l i tas Kinerja sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 3 dan 

Pasal 4, m e n y u s u n dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang 

dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. 

(2) Laporan Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terd ir i dar i Laporan 

Kinerja in t e r im d a n Laporan Kinerja t ahunan . 

Pasal 19 

(1) Laporan Kinerja in t e r im sebagaimeina d imaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah 

Laporan Kinerja t r iwu lanan . 

(2) Laporan Kinerja t r i w u l a n a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disampaikan 

bersamaan dengan laporan keuangan t r iwulanan . 

(3) Bentuk , is i , dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja t r i w u l a n a n sesuai 

dengan ke ten tuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal. . . 
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Pasal 20 

(1) Laporan Kinerja t a h u n a n sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 ayat (2) pada 

t ingkat Ent i tas Akuntabi l i tas Kinerja Satuan Kerja d isampaikan oleh kepala 

satuan kerja kepada p imp inan u n i t organisasi. 

(2) Berdasarkan Laporan Kinerja t a h u n a n sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), 

p imp inan u n i t organisasi menyusun Laporan Kinerja t a h u n a n t ingkat Enti tas 

Akuntabi l i tas Kinerja U n i t Organisasi dan menyampaikannya kepada 

Menteri /Pimpinan Lembaga. 

(3) Berdasarkan Laporan Kinerja t a h u n a n sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), 

Menteri /Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja t a h u n a n t ingkat Enti tas 

Akuntabi l i tas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya 

kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri 

Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokras i pal ing lambat 2 (dua) 

bu lan setelah t a h u n anggaran berakhir. 

(4) Laporan PCinerja t a h u n a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

d isampaikan bersamaan dengan laporan keuangan t a h u n a n . 

Pasal 21 

Laporan Kinerja t a h u n a n SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada 

Gubemur/Bupat i /Wal iko ta , paling lambat 2 (dua) bu lan setelah t a h u n anggaran 

berakhir. 

Pasal 22 

Berdasarkan Laporan Kinerja t a h u n a n SKPD sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 

2 1 , Bupat i /Wal ikota m e n y u s i m Laporan Kinerja t a h u n a n pemerintah 

kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubemur , Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri 

Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokrasi , dan Menteri Dalam Negeri 

paling lambat 3 (tiga) b u l a n setelah t a h u n anggaran berakhir. 

Pasal. . . 
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Pasal 23 

Berdasarkan Laporan Kinerja t a h u n a n SKPD sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 

2 1 , G u b e m u r m e n y u s u n Laporan Kinerja t a h u n a n pemerintah provinsi dan 

menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokras i , dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) 

b u l a n setelah t a h u n anggaran berakhir. 

Pasal 24 

(1) Laporan Kinerja t a h u n a n sebagaimana d imaksud dalam Pasal 20, Pasal 2 1 , 

Pasal 22, dan Pasal 23 berisi r ingkasan tentang Keluaran dar i Kegiatan dan 

Hasil yang dicapai dar i Program sebagaimana di te tapkan dalam dokumen 

pelaksanaan APBN/APBD. 

(2) Ringkasan tentang Keluaran dar i Kegiatan dan Hasil yang dicapai dar i Program 

sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi 

tentang: 

a. pencapaian t u j u a n dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD; 

b. realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD; 

c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan 

d. pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan t a h u n 

berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) t a h u n a n yang direncanakan dalam 

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD. 

Pasal 25 

(1) SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan 

SAKIP dan m e n y u s u n Laporan Kinerja sebagaimana ber laku bagi satuan kerja 

pada Kementerian Negara/Lembaga. 

(2) Kepala. . . 



(2) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana 

dekonsentrasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada G u b e m u r d a n 

Menteri /Pimpinan Lembaga terkait . 

(3) G u b e m u r menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang 

di terima dar i SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi, dan 

selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri /Pimpinan Lembaga terkai t serta 

kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. 

(4) Masing-masing Menteri /Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum 

Laporan Kinerja Kegiatan dana dekonsentrasi d i l ingkungannya dalam Laporan 

Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. 

Pasal 26 

(1) SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan 

SAKIP dan m e n y u s u n Laporan Kinerja sebagaimana ber laku bagi satuan kerja 

pada Kementerian Negara/Lembaga. 

(2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d isampaikan kepada Gubemur /Bupat i /Wal iko ta dan 

Menteri /Pimpinan Lembaga terkait . 

(3) Gubemur /Bupa t i /Wal iko ta menyiapkan Laporan Kinerja gabungan 

berdasarkan laporan yang di ter ima dar i SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan 

tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/ 

Pimpinan Lembaga terkai t serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. 

(4) Masing-masing Menteri /Pimpinan Lembaga mengkompilasi d a n merangkum 

Laporan Kinerja Kegiatan tugas pembantuan d i l ingkungannya dalam Laporan 

Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. 

Pasal 27 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai pe tunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f e d ia tur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . 

Bagian ... 
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Bagian Ketujuh 

Reviu dan Evaluasi 

Pasal 28 

(1) Aparat Pengawasan In tern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ 

pemerintah daerah me lakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh 

Menteri /Pimpinan Lembaga/Gubemur/Bupat i /Walikota sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 20 ayat (3), Pasal 2 1 , Pasal 22 , dan Pasal 23. 

(2) Hasil reviu sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tuangkan da lam pemyataan 

telah direviu dan di tandatangani oleh Aparat Pengawasan I n t e m a l Pemerintah. 

Pasal 29 

(1) Aparat Pengawasan I n t e m a l Pemerintah me lakukan evaluasi atas implementasi 

SAKIP dan /a tau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/ 

pemerintah daerah sesuai dengan kebu tuhan berdasarkan kewenangannya. 

(2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 

d isampaikan oleh Aparat Pengawasan In t ema l Pemerintah kepada Menteri/ 

Pimpinan Lembaga/ G u b e m u r / Bupa t i / Walikota. 

(3) Menteri /Pimpinan Lembaga/Gubemur/Bupat i /Walikota menyampaikan 

laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) 

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . 

(4) Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Aparat Pengawasan I n t e m a l Pemerintah kepada Menteri /Pimpinan Lembaga/ 

Gubemur /Bupat i /Wal iko ta . 

(5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 

Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal. . . 
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Pasal 30 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai tatacara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi 

Kinerja sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 28 dan Pasal 29 d ia tur oleh Menteri 

Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformasi Birokras i setelah berkoordinasi 

dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

BAB III 

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT 

Pasal 31 

(1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras i me lakukan 

kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang di ter ima dar i 

Menteri /Pimpinan Lembaga sebagaimana d imaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pemerintah pusat. 

(2) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 

d isampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan pal ing lama 5 (lima) 

bu lan setelah t a h u n anggaran berakhir. 

(3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan m e l a k u k a n reviu atas 

Laporan Kinerja pemerintah pusat dalam rangka meyakinkan keandalan 

informasi yang disaj ikan sebelum disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan 

sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2). 

(4) Tata cara pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja pemerintah pusat di te tapkan 

oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . 

Pasal 32 

(1) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 31 

menjadi l a m p i r a n da lam Laporan Keuangan pemerintah pusat. 

(2) Laporan ... 
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(2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 

merupakan ben tuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang d i tuangkan da lam Rancangan Undang-

Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

(1) Implementasi SAKIP sebagaimana d ia tur dalam Peraturan Presiden i n i ber laku 

secara bertahap pal ing lambat T a h u n Anggaran 2014. 

(2) Pentahapan implementasi u n t u k Instansi Pemerintah pusat sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) di te tapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara d a n Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri 

Keuangan. 

(3) Pentahapan implementasi u n t u k Instansi Pemerintah daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) di te tapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokras i setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam 

Negeri. 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Presiden i n i m u l a i berlaku, I n s t r u k s i Presiden Nomor 7 T a h u n 

1999 tentang Akuntab i l i tas Kinerja Instansi Pemerintah, d icabut dan dinyatakan 

t idak berlaku. 

Pasal 35 

Peraturan pelaksanaan dar i Peraturan Presiden i n i , harus d i te tapkan paling lama 1 

(satu) t a h u n setelah Peraturan Presiden i n i d iundangkan. 

Pasal 36 

Peraturan Presiden i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Presiden i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republ ik Indonesia. 

Ditetapkan d i J a k a r t a 

pada tanggal 21 Apr i l 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan d i J a k a r t a 

pada tanggal 2 1 Apr i l 2014 

MENTERI H U K U M DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 80 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Perekonomian, 

" ' 'R^^^Nurd ia t i 


